
BUPATI LEBONG 

PERA'l'URANBUPATILEBONG 

NOMOR 01 TAHUN 2014 

TENTANG 

PETUl'IJUK TEKl'flS PENQELOLAAN ALOKASJ DANA DESA (ADD) 
KABUPA'J'EN LEBONG TAHUK 2014 

Menlmbang 

Meogjngat 

DENGAN RABMAT TUBAl'f' YANG MAHA EBA 

BUPATI LEBONG 

a. bahwa untuk melakS8.J'lakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kabupateo Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Alokasi Dana Desa (ADD), perlu menclapka n Peraturan 
Bupati lentang Petunjuk Teknis Pcngelolaan Alokasi Dana 
Desa (ADD) Kabupaten Lebong Tahun 2014; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan $ebagaimana d.imak:st\d 
dalam huruf a di atas perlu ditctapkan dengan Peraturan 
Bupati 

: l. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 tcntang Pembentukan 
Provinsi Bcngkulu (Lembaran Negara Republic Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tarnbahan Lembaran Negara Republi)< 
lndonesi.n.Nomor 2828); 

2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentul<an 
Kabupatcn Lebong dan Kabupatcn Kepahiang di Provinsi 
Bengkulu (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 154, Tambahan Lcmbaraa Negara Republik Indonesia 
Nomor 4349); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerab (Lemba.ran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara R..publik Indonesia 
4437) sebagaimana Lelah beberapa kali diubah, ~rakhir 
dengan Undang-Undaog Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Un dang-Undang Nomor 32 Tahun 
200~ tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomer 59, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 'J" 



~.. unoang-lJna:ang i"'-omor ..s., · .:thun 40v-J- tcntang 1""1:nmt>angan 

Keuangan antara Pemc,rim.ab Pu.sat dan Pemenntahan Daerah 
(Lembarnn Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembar.an Negara Republik Indonesia Nomor 
44;J8); 

5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07); 

6. Peraluraa Pemcrintah. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'l'ahun 2005 Nomor 
158, '!'am bahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4587): 

7. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pembenlukan dan Mekanismc Penyusunan 
Peraturan Oesa; 

8. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 30 iahun 2006 
tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemecintahaa 
Kabupaten/Kota Kepada Desa.: 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 'l'.ahun 2006 
tento.ng Pedoman Administrasi Oesa; 

10. P,:ratymn Menteri D;tliim Negeri Nomor 4 Tahun 2()07 tenlallg 
Pedoman Pengeloloan Kekayaan Desa; 

I l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 T.ahun 2007 
tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaporan dan 
Pettanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Oesa; 

l2. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 37 Tabun 2007 
tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Oesa; 

13. Peraturan. Daerah Kabupaten Lcbong Nomor 33 Ta.bun 2005 
tentang Keuangan Desa (Lembaran Oaerah Kabupaten Lebong 
Tahun 2005 Nomor 33); 

14. Peraturan Daera.h Kabupaten Lebong Nomor 40 Tahun 2005 
tentang Sadan Permusyawaratan Oesa {Lembaran Daerah 
Kabupaten LebongTahun 2005 Nomor 40); 

15. Peratura.n Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Alokasi Dana Oesa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lebong Ta.bun 2007 Nomor 05); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten. l.ebong Nomor l Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten 
Lebong Tahun 2014; 

17. Pcraturan Bupati Nomor 6 'l'ahun 2014 tentan.g Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong 
Tahun 2014. 



Menetapkan : PERATURAN Blll'ATI TEl'ITANG PETUNJUK TEKNIS 
p~HQELOLAAN ALOKASl DANA DESA (ADD) K.ABUPATBN 
LEBONG TAHUJlf 2014. 

BABI 
KETEl'fTUAl'I' UMUM 

Pa.al 1 

Oalam Pe,aturan Supati ini, yang dimaksud dengan : 

l. Oacrab adalah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintah Oacrah adalah Pemcrintah Oacrah Kabupaten Lebong. 

3 , Bupati adalah Supati Lebong. 
4. Kecamatan adalah V1•Uayah kerja carnal sebagai Pcrangkat Daerab Kabupalen 

Lebong. 
5 . Comal adalah campt dalam wilayah Kabupaten Lebong. 

6, Oesa -adalah kesatuan ma,sya,rakal hukum yang mcmiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal usu! dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dibormaci dalam sistcm Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

bcrada dalam Kabupaten L<!bong. 

7. Pemmntahan Oesa adalab penyelenggaraan urusan pemerintah oleh 
Pemenntah Oesa dan Sadan Permusyawaratan Desa dalam mengarur dan 
mengurus kepentingan masyarakal setempat, berdasarkan asal-usul adal 
istiadat ~etempat yang diakui dan dibormati d&lam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik lndonesia. 

-.... 8. Pemer:intah Desa a!lalab Kepala Desa dan Perangkat Desa se-bagal unsu.r 

penyelenggara pemcrin.tahan desa. 
9. Sadan Permusyawaralan Desa, yang selanjutnya disingkal SPD adalah lembaga 

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah 
desa ,;cbaga.i unsur penyclenggara pemerintahan desa. 

10. Kepala Dtsa adaJab Kepala De~ dalani Kabupaten Lebong. 

1 1. Pc.rangkat De,sa adalah Sckretaris Desa dan Perangkat Dcsa lainnya sebaga.i 
unsu.r pcmbantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan ke\Vajfbannya. 

12. Pcraturan De"8 adalah pcraturan pcrundang-undangan yang dibuat olcb Kcpala 

Dcsa bersama SPD. 
13. Kepu~-usan Kcpala Oesa adalah kcputusan yang ditctapkan oleh Kepala Desa 

yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksana:kan Peraruran Desa dan 

Pcraturan Kcpala Desa. 

14 . RPJMi Oesa (Renc81'.la Pembangunan Jangka Menengah De.a). adalllh dokwnen 
peren.canaan desa untuk periode 5 (Uma) tahu n. 



,; RKP Dc:sa (Rcncana 1,:erja Pembangunan Desai. adalah rencana pembangunan 
tahunan desa yang merupakan bast! Musyau:arah Desa didalarn 
Mu~-reobangdes tentang progrrun drut -kegiatnn ynng ekari dilaksana.kan untuk 
periode l (satuj tahun. 

16. APB Oc,,;a (Anggaran Pendapatan d.an Belanja Deso) adalah Rencana Keuangan 
Tahunan pemcrintahan desa yang chbahas dan disettrjui bersama Kepala Oesa 
dengan BPD, yang ditctapkan dengan Peraturan Desa. 

17. ADD (Alokasi Dana Desa) adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk desa yang bersumber clari bagian Dana Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Dacrah yang diterima oleb kabupalcn dengan tujuan keadilan dan 
pemeralaan kemampuan Keuangan Oesa 

18. /\DOM (Alokasi Dana Dcsa Mlnimal) adalah bag/an dari ADD untuk setiap desa 
yang besamya sama. 

l9. ADDP <Aloke.si Dana Ocsa Proporsional) adalah bagian dari ADD untuk setiap 
desayang be.$arnya tidak sama. 

20. Pengelolaan ADO adalab scluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan. 
penggunaan, pemanfaiuan, pemeliharaan, penatausahaan, pembinaan, 
pengawasan dan pengendallan tcrbadap Alokasl Dana Ocsa. 

21. lnstitusi Pengelola ADD adalah Lim yang dibentuk unn.tk melakukan koordwasi 
ditingkat kabuparen. pendamping di tingkal kecamatan dan pelaksana di 
tiogkat desa. 

BABU 
MAKSUD DAN TUJUANi ADD 

Pasal 2 

(1) Mak~Ud diberikannya ADD -ndelnh untuk mombiayai program Pemerintahan 
Desa dalam mclaksanak:an kegiatan pemcrintahan, pembangunan den 

'W pemberdayaan masyarakat: 

(2) Tujuan ADO adalah : 

a. Mcningkatkan penyelenggaraan pemerintah de$a dalam melakianakan 
pelayanan pemerinlJ!han, pemban(!UI1Jlll dan kemasyarakatan sesuai 
kewcnangannya; 

b. Meningkatkan kemampuan lembag11 kernesyarakatan di desa dalam 
perencanean, pelaksan.aan den pengendalian pembangunan secara 
partisipatif sesuai dengan potensi dese; 

c. Mcningkatkan pemeretaa;n pendapatan, kescmpatan bekerja dan kesempaten 
berusaha bagi masya:rakat; 

d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 



BABIIf 
SUMBER ALOKASI DAIIA DESA 

Pasal 3 

Sumber ADD Kabupaten Lebon& -Tahun '2014 berasal dari APBD Kabupaten Lebong 
pada Rekening l;lelanja 'l'idak 1.a.ngS'ung Dinas Pendapatan Pengelolaan KelJlingan 
!'Ian Aset. Daera.h Kabupaten Lcbong Tahun Anggaran '2014. 

BAB JV 

RUMUSAN PENENTUAN BES&RMYA 
ALOKASI DA.KA DESA 

Pasal4 

(1) Rumusan besamya ADD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan azas 
~ meram dan adil setelah dikurangi jumlah honor perangkat dcsa: 

a. A7-lls merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama unluk setiap desa 
selanjutnya disebut Alokasi Dana Dcsa Minimal (AODMI dengan nilai 
perbandingan 60 % dari ADO; 

b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang d ibagi secara proporsional untuk 
setiap cfosa berdasarkan Nil.al Bobot Desa selanjuinya disebut Alokasi Dana 
Desa Proporslona I (ADDP) dengan nilai perhandingan 40 % dari ADO; 

(21 Ru.mus per h.irungan bcsarnya ADD untuk setiap Desa : 

a. Ru.mus Dasar ADD Kabupaten : 

r ADD= L ADDM + r ADDP 
Keterangan: 
ADD : ADD Kabupat.en 
ADDM : ADD Minimal T<abupaten 
ADDP , ADD Proporsional Kabupalen 

b. Rumus Pt!rbitungan ADD MiniJnal Kabupaten : 

ADDM = 60%xADD 
Keteran~n: 
ADD : ADD MJrumaJ 
ADD : Total ADD 

e. Rumus P'erhicungan ADD Proporsional Kabupaten : 

AnOP = 40 % x ADD 
K~terangan: 
ADDP · ADD Proporsional 
ADD . Total ADD 



-

➔. Rumus Perhirungan ADD Desa 

ADDx • ADDMx + ADDPx 
l<eLerangan: 
ADDx : ADD Uotuk Desa x 
ADDMx : ADD Minimal Desa x 
ADDPx : ADD Proporsional Desa x 

e. Rumus Perhitungan ADD Minimal D,;,sa : 

ADDMx • ADDM 
J11mlab De.sa 

Kccternng;,,n: 
ADDMx : ADD Minimal Desa >< 

ADDM : ADD Minimal Kabupatca 
Jumlah Desa : Jumlah Desa yang mtncrima ADD 

r. Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : 

ADDPx~ (BDx) x (ADDP) 
Keterangan; 
ADDPx : ADD Ptoporuionnl Desa 1t 

BD>< : Bobot Desa 
AOD:P : ADD Proporsional Kabupatcn 

g. Rumus Perhitungan Bobot Desa : 

BDx • a l .Kvlx + a2 .Kv2x + a3.Kv3x + a4.Kv4x + ................. + an.Kvnx 
Keterangan~ 
BDx : Nllai Bob(lt Desa x 
KVlx, KV2x, ... KVnx : Koefisien Variable Pertarna, Kedua dan 

Seterusnya Dcsa x 
al , a2, ... an : Angka bobot variable Pert.ama, Kedua dan 

setcn1snya yang telah ditetapkan. 

h. Rumus Perhitungan Kocfisien Variable Desa x : 

I. KV Keterjangkauan : 

Jarak Dcsa x ke Kabupaten 
Jarak Scluruh Desake Kabupaten 

2. KV Kenuskinan ; 

Jumlah Pepdud uk Miskin Desa x 
Jumlah Penduduk Miskin Desa se•Kabupa.ten 

3. KV Pendidikan : 

Jumlah Anak Desa x Usia /6-15 Tahunl yang tidak/purus Sekolah Jt . 
Jwttlah Anak Desa se-Kab. Usia (6-15 Tahun) yang tic;lak/ pu.Lus Sel<olah 'f 



., . i,. V Kcscliatan : 

Jumlah Penderita Penyruol MenuJar Desa x 

Jumlah Penderita Pcnyakil Menular Desa se-Kabupaten 

5 . K\/ Jumlah Penduduk : 

Jumlah Penduduk Desa x 
Jumlah Penduduk Desa se Kabupaten 

6. KV Part:isipasi Masyarakat : 

Jumlah Realisasi PBB Desa x 
Jumlah Realisasi PBB Desa se-Kabu pa1en 

7. KV Prestasi Desa : 

Jumlah ,Juara I Lomba Desa Tin gkat Kecamallm Desa x 
Jumlah Seluruh Juara I Lomba Desa Tingkat Kecamatan se•Kabupa lcm 

(3) Variabel, Jenis Data, Sumber Data dan Angka Bobol Pcrhitungan Alokasi Dana 
Desa, adalah: 

I 
N< Variable Jenl&Data Su.mberData Anglea Bobot 

1 Utama 

a Keterjangkauan Jarak Desa Jc,: BPS .Kabupateo 0 , 30 
kabupaten Lebong Tahun 

2012 

b. iKemiskinan Jumlah Data. Rumah 0, 20 
Penduduk Tangga Sasaran 
Miskin Pene.rima Raskin 

dari .Bagian Kesra 
.Kabupalen 
Lebo.ng Tahun 
2013 

c. Pendidikan Anak Usia 6-15 BPS Kabupaten 0, 10 
Tahu n Leb<>ng Tahun 
tidak/pulus 2012 
sekolah 

d . Kcscha ta.n Jumlab Keeama tan dalam 0 ,10 
Pendcrita Kabupaten 
Pcnyakit Lebong Tahun 
\,t ......... • ,. . - "'tn , ,.., 



2 Tambaha.D 
I 

a. Penduduk .rumlab BPS KabupatQJ 0,05 
penduduk Lebong Tabun 

2012 

b. Partisipasi Reali!lasi PSS DPPKAD 0, 15 
MasyarakaL Kabupaten 

LebongTahun 
2013 

c. Prestasi Oesa Juara I Lomba BPMPPdan KB 0,10 
Desa Tingkltt Knbupatcn 
Kecamatan Lebo.ng Tahun 

2013 

Jumlah 1 

(4) Besara:n ADO untuk setiap desa ditetapkan dengan Kcputusan Bupati. 

BABV 
INSTITUSJ PE1'GELOLA 
ALOKASI D/1.NA DESA 

PasaJS 

(1) Pengelola ADO Ta:hun 2014 tcrdiri dari: 
a. Tim Fasilitasi 
t,. Tim Pendrunping 
C. Tim Pe)aksapa 

{2) Tim Fa·silicasi dibcntuk <li tingkat Kabupaten melalui Keputusan Bupati dengan 
susunan keanggotaan dan tugas sebagai berikuc : 

a. Susunan Keanggotaan : 
Pengarah J 
Pengarah ll 
Penanggung jawab 
Ketua 

Sekrctaris 

Anggota 

b. Togas: 

Bupati Lebong 
Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong 
A~isten Bidang Po.mcrintalum Kabuparen Lcbong 
Kepala 8PM PP dan KB Kabupaten Lebong 
Kepala Bidang PM dan Sosbud BPM PP dan KB 
Kabupaten Lebong 
1. Kepala DPPKAO Kabupaten 1,ebong 
2. Kabag Pemerintahan Kabupaten Lebong 
3. Kasubbid Kelembagaan 8PM PP clan KB 

Kabupaten Lebong 

1. Menyusun pecunjuk teknis ADD Tahun 20 I 4 
2. Mele,ksanakan sosialisasi atas kebijakan dan bcsaran nllal dana ADD 

T.a.hnn Anggara.n 2014; 



3. Menghitung bc:saraJl ADD yang dneruna bcrdasarkan dato dan rumus 
yang lelab ditetapkan; 

4. Memberlkan pembinaan, monitoring dan evah.msi pcngelolaa.o ADD 
kepada Tim Pcndamping dan Tim Pelaksana; 

5. Melakukan verifi.kasi persyaratan penyaluran dan pencairan ADD: 
6. Memberikan rekomendasi penyaluran clan pencairnn ADD; 
7. M elakukan fasilitaai penyelesafan Il"asalab berdasarkan pengaduan 

m.asyarakat dan mengkoordina.sikan pada pejabat yang berwen.ang 
di bidang pengawasan; 

8. Membuat dan mcnyampaikan Japoran peJaksanaan ADD kepada Bupati 
setiap 6 (enam) bulan; 

9. Mclakukan tuga,s..rugas lain yang beikaitan dengan pengclolaan ADD. 

(3) Tim Pendampiag dibcnluk dJ tingkat I<ecamatan melalui l<eputusan Camat 
dcagan susunan keanggolaan dan tugas sebagai berikut: 

a. Susunan Keanggotaan : 

Ketua Carnal 
Sekretaris Sekretaris Kecamatan 

• Anggota 2 (dua) orang pcjabat dan/atau staf KecamaLan 

b. 1'ugas : 

1. Melakul<an pendamping,in pelaksanaan ADD di tingkal desa mulai dari 
perencanaan, pcla.ksanaan dan pertanggungjawaban; 

2 . Melakukan verifikasi persyaratan penyaluran dan pencairan ADD; 
3. Memberikan rekomendasi penyaluran dan pencairan ADD; 
4. Melakukan verifik.asi sural penanggungjawaban ADD; 
5. M.clakukan !lflllbinaan, monitoring, evaluasi dan membuat serta 

menyampalkan laporan pelaksanaan ADD kepada Tim Fasilitesl setiap 3 
(tiga) buum. 

(4) Tim Pelaksana adalah pengelola keuangan APB Desa yang dibeotuk melalui 
Keputu5an Kepala Desa dengan susunan clan tugas sebagai beriku~ 

a. Pelaksana ADD terdiri dari : 

- Pcngguna Anggaran 
• PelaksanaTeknis 

Bendahara 

b.1'ugas: 

: Kepala Desa 
: Sekrelaris Desa 
: Bendahara Desa 

J. Pengguna Anggaran memiliki rugas : 

a. Mensosialisasikan besarao dan penggunaan Alokasi Dana Desa 
kepada masyara.ka.l desa; 

b. Mcoyusun Rencana Ketja Pembangunan Desa (RKPD) yang bersumber 
dari ADD bersam.a Sadan Permusyawaratan Desa dan l,PM untuk 
ditetapkan menjadi APB Desa; 

c. Mengajukan permohonan penyalurarn d.an pencairan ADD kepada 
Bupati; 

d. Melaksanakan kegiatan bcrdasa.rkan A.PB Desa; 
e. Melaporkan perkembangan pelaksane.an /\PB Desa sctiap 3 (t.iga) 

bulan kepada Tim Fasilitasi melalui Tim Pcnda.mping; 
f. Memberikan laporan penyelengearaan APB Desa kepada Bupati 

mclalu.i Camat dan membcri laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada BPD serta mcnginformasikan kcpada masyarakat setiap akhir 
tahun. 



2. PelakS<1n11 Tekrus mcmililo wgas: 

a , Menyusun 1ekrus rencana penggunaan APB Oesa; 
b. Menyusun tekms pttlaksanaan penggWlllill1 APB Desa; 
c . Menyu$un ,cknis pertanggungjawaban J)CllUUJ1aan APB Desa; 
d. Membuat laporan lnvenlaris barang m ilik desa. 
e . Bendahara memililci lugas : 
f. Menerima, mencatat, menyimpan, membayarkan dan 

menatausahakan keuangan APB Desa; 
g. Memungul dan menyetorke.n pajak yang berkaitan dengan AP-8 Desa 

sesuai dengan peraturan perpajllkan; 
h. Menyu$un surat pcrtanggungjawaban APB Desai 
i. Menyusun laporan penggunaan APB Desa. 

BABVl 
PENGELOLAAN ADD 

Bagian Pertama 
Prinsip Peogelolaan ADD 

Pasal 6 

Prinsip•pri:nsip dalam pengelolaan ADD antara lain csebagai berikut : 

a, Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tttdak terpisahkan sebagai sam 
kcsatuan dengan pengelolaan keuangan Desa; 

b. Selurub kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan 
dievnJuasi secara terbuka dengan melibatkan selurub unsur ma,zy,trakat yang 
ada di desa; 

c. Selurub kegie.tan yang didanai oleh ADO diprioritaskan untuk memal<sime ll<ao 
pelayane.o kepada masyarakut. 

<L ADD tidak diperkenaokan untuk l<egiatan ganti rugi lanai, dan ban:gune.n serta 
pombangunan tempat ibadah baru. 

e. Seluruh kegiatan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara 
administratif, tek:nis dan hlllrum; 

f. Scluruh kegiatan yang didanai oleh ADO dilaksanakan dengan menggunakan 
prlnsip bemat, terarah dan terkenda]i. 

Bagian Kedua 
Perencanaan ADO 

Pasal7 

Mekanisme Pereocanaan ADD : 

a. Tim Pelaksana ADD, BPO dan LPM bersama-sama menyusun Rencana Ketja 
Pembangunan Desa yang bcrsumber dari ADD berdasarkan RPJM desa dan 
skala prioritas melalui Musyawarah Desa; 

b. Rencana Ketja Pembangunan Desa yang telah disepakati dan disetujui 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentaog APB Dcsa. 



Bagian Ketiga 
Pelakilanaan Kegiata.n 

Pasal 8 

(1) Rincian penggunaan ADD untuk: 

a. Opera.sional maksimal 30%, dJgunakan untuk : 

I. Blaya Operasional Pemcrintab Desa (60% dari Blaya Operasional): 
2. Siaya Operasional BPD (20% dari Biaya OperasionaJJ; 
3. Bia ya Operasional PKJ< ( 15% dari Biaya OpentsionaJ); 
4. Biaya Operasional L,PM (5% dari Biaya Operasional). 

b. Pemberdayaan masyarakal minimal 7001.1, digunakan Unluk Program 
Keg'iatan Pemerintah Dcsa, Lembaga atau organisasi lainnya bail< fisik 
mau pun non fisik Y8.r\8 d;se'luaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan 

dana. 

Bagian keempat 
Pertanggungjawaban 

Pasal 9 

(1) PerlAnggungjawaban ADD tcrinlegrasi dengan pertanggungjawabaa APB Desa 
yang pelaksanaannya sesuai dengao ketentuanyaog berlaku; 

(2) Dana ADD hanya dapat digunakan sesuai Program dan Kegiatan yang 
tercanrum dalam APB Desa; 

(3) Setiap 1'cntrimaan dan PengeluaJ·an dana ADD wajib dicatat dalam Buku Kas 
Umum; 

(4) Setiap -pengcluaran IVlljlb disertai bukti pengeluaran dengan keteotuan seba,gai 
berikut : 

a. Pengeluaran untuk Bel.anja Barang dan Jasa dengan nilal .s Rp. 250.000 
harus disertai buktl : 
(1) Kwitansi tanpa materai; 
(21 Nota/Faktur Toko. 

b. Pen.geluaran untuk 13elanja 'Bara.ng dan Jasa dengan nilai > Rp. 250.000 

sampai dengan Rp.1.000.000 herus disertai bukti ; 
(1) Kwitansi dengan materal3000; 
(2) Nota/Faktur Toko. 

c. Pengeluaran untuk Belanja Barang dan Jasa dcngan nilai > Rp. 1.000.000 
harus disertai bul<U : 
(11 Kwitansi dengan materai 6000; 
(2) Nota/Caktur Toko; 
(3) SureL pesanan; 
(4) Surat kesangupan pcnyediaan barang pesanan; 
(5) Berita acara serah terima barang. 



-

d. Pengeluaraa untuk belanja honor/ runj,mgan harus-dJserta.1. 
( l) Surat Keputusan yang menjadi dasar pembayaran honor; 
(2) Daf<ar tands terima honor. 

e. Pengeluarru1 uncuk belanja Perjalanan Uinas harus disertai bukti. : 
(I) Rwitansi Pembayllf!ln SPPD tanpa rnaterai; 
(2) Surat Perintah Tugas (SPr); 
(3) Surat Perintah Perjallanan Dinas (SPPD); 
(4} La.poran hasi.l perjalanan dinas; 
(5) Rckapitula.si daftar diatas 5 kali perjalanan. 

(5) SPJ PcLaksan.aan Kegiatan bc;rupa sosialisasi atau pelatihan harus disertai : 
a. Surat Kepurusan tentang Pembentukan Panftia Pelaksana; 
b. Bukti•bukti Pengeluaran; 
c. Undangan; 
cL Daflar hadir; 
e. Laporan pelaksanaan kegiatan dari panitia pcnyelenggara atau penanggung 

jawab kcgiatan; 
L Foto Dokumentasi kegiatan. 

(61 SPJ PeLaksanaan Kegiatan berupa pembangunan fisik harus disertai : 
-a. Surat Keputusan Kepala Desa tcntang Panitia Pelaksana Kegiatan; 
b. Bukti•bukti pengeluaran; 
c. Berita Acnra Serah Terlma Pckcrjaan dari PeJaksana Keglatan kepada Kepaln 

Oesa; 
d. Foto pcrkembangllll proyek mulai 0 % (sebelum dimulai), 5() % (proyek 

berjalan) dan JOO% {proyek selesai). 

(7) SPJ Pelaksanaan Kegiatan berupa Belanja barang dan jasa untu.k BPD dari 
Lembaga kemasyarakatan la.innya harus disertai: 
a. Sukti-bul<ti pengeluaran; 
b. Berita Aoara Serah Teruni, barang dan jasa dari Pelaksana Teknis kepada 

Kerua BPO at.au Ketua Lcmbaga Kemasyarakatan Jalnnya pada setiap 
pengeluaran. 

(8) SPJ Pelaksanaan Kcgiatan berupa Belanja Modal Pengadaan Barang barus 
dilampi.rkan foto dokl.unentasi barang yang dibelanjal<an. 

(9) Bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi atau tanda terima wajib 
mentanrumkan tanda tangan : 
a. Venfikasi/pengesahan dari Tim Pcndamping atas kebc:naran mate,11 yaog 

timbul dari penggunaan bukti climaksud; 
b. Persetujuan dari Pengguna Anggaran terhadap pengeluaran dana dimaksud; 
c. Pemyar.aan Lunas Bayar dari Bendahara Oesa; 
d. Pelaksana Tcknis Kegiatan. 

" 
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BAB VII 
MEK4tf1$ME PEBYALURAN DAN PE1'CAIRAN ADD 

Bagian Pcrtama 
Pcnyaluran ADD 

Pasal 10 

Penyaluran ADD dilaksanakan satu tahap ke Rekcning Kas Dcsa dan tidak bolch 
dipindahkan ke Rekening lainnya. 

Pasal LL 

Mek,;nismc: pcnyaluran ADD kc Rckcning Kas Desa, sebagai berikut 

a. Pemerintah Desa membuka Rekeoing Kas Desa pada Pl'. Bank Bengknlu cabang 
Mua.ra Aman yang berdasarkan Surat Kepurusan Kepala Desa tentang Tim 
Pelaksana APB Desa; 

b . Kepala Desa mengajukan permobonan penyaluran ADD kc Rekening fills Desa 
kepada Bupati dengan meJampirkan persyaratao sebagai bcrikut: 

L. Surat Pennohonan Penyah.iran kepada Bupati; 
2 . Surat Rekomendasi Penyaluran dari Tim Fasilitasl; 
3. Surat Rekomendasi Penyaluran dari Tim Pendamping Kecamatan; 
4 . Surat Kepurusan Tim Pclaksana APB Desa; 
5. Surat pemyataan berl8.0ggungjawab atas peaggunaan ADD; 
6 . Photo copy saldo terakhir buku rekening des.a; 
7. Photo copy KTP Pcngguna Anggaran dan Bendahara Desa. 

Bagian Kedua 
Pencairan ADD 

Pasall2 

Peucalran ADD dari Rekening Kas Desa dilaksanakan secara bertabap scsuai 
kebutuhan , makslmal 50% Wltuk set.iap tahap. 

Pasal 13 

(1 J Mekanisme pencairan ADD Ta.hap J untuk honor perangkat desa clari Rekening 
Kas Oesa, sebagai berikut: 

a. Kepala Desa mcngajuka.n permohonan .rekomcndasi pencairan ADD Tahap l 
kepada Tim Fasilitasi dengan melampirkan persyaraten, sebagai benl.cul: 

I. Surat Permol\onan PenCAirafi Kel)ada Tim F'asilitasi; 
2 . Surat Rekomendasi Penoairan dari Tim Pendamping; 
3. Rencana Definitif Kegiat:a11; 
4 Photo Copy Saldo Te rakhir Buku Re kening Des;,; 
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b. Kepala OCb<i bersama Bcndahara De,-a dapat mcru-airlrnn ADO Tahap I dan 

rek.ening kas desa setelah mendapat.kan re.lwmendasi dari Tim F:asilitas,. 

(2) Mekanisme pencairon.ADD Tahap II untuk honor perangkat desa dan kegiatan 
dari Rekening Kas Desa. sebaga.i berilrul: 

a. Kcpala Desa mengajukan permohonan rekomendasi pencairan A.OD Tahap II 
kepada Tim Fasilitasi dengan melampirkan perSyaratan, sebagai berikut: 

1. Surat Permohonan Pencairan Kepada Tim Fasilitasi; 
2·. Surat Rek<;>mcndasi Pencalran dari Tim Pendrunping; 
3. Surat Keputusan Persetujuan Bersama BPO tentang Rancangan APB 

Desa; 
4. Peraturan Desa tentang:APB Desa; 
5. Daku.men Pelaksanaan APB Dess.; 
6. Rencana DeJinjtif Kegialan; 
7 . Surat Pemyalaan Tanda TanganAsli; 
8. Daftar lnvcntaris Ba:rang Milik Desa; 
9. Pboto Copy Saldo Terakhir Buku Rekcning Oe,;a; 

10. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Peneairan ADD Ta hap I. 

- b. Kepala Dcsa bcrsama Bendahara Desa dapat mencairkan ADD Tahap II dari 
rekening kas desa. setelah mendapalkan rekomendasi dari Tim Fasililasi. 

(3) Mekanismc pencairan /\DO Tahap ill untuk honor perangkat desa dan kegiatan 
dari Rckening Kas Desa, sebagai berikut: 

a. Kepala Oesa mcngajukan permobonan rekomendasi pencairan ADO Tahap 
m kepada Tim Fasilita.si dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut: 

1. Surat Pcrmohonan Pencairan Kcpada Tim Fasilitasl; 
2. Surat Rckomendasi Pencairan dari Tim Pendamping; 
3. Rencana DefinitifKegiatan; 
4. Photo Copy Saldo Terakhir Buku Rekening De,ia; 
5. Sttrat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pencairan ADD Tabap II dan 

seteruimya. 

b. Kep,ila Desa bersama Bendahara Oesa dapat mencairkan ADD Tahap III dari 
rekening kas desa setelah mendapalkan rekomendasi dari Tim Fasilltasi. 

BAB VIII 
STA.NDAlt IIARaA SATVAN 

Pasal 14 

(I) S\andar biaya um um clan standar barge bamng dan jasa sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini; 

(2) Standar harga barang dan jasa yang tidak tercantum daJa m lampiran Peraturan 
Bupati ini berpedoman pada Standar Harga Satuan yang (literapkan oleh 
Pemerintah daerah Kabupatcn Lebong tahun 2014. 



BAB IX 
KEWAJIBAN PERPAJAKAN 

Pasal 15 

II) J3endahara desa wajib mendaftarkan diri untuk mempcroleh Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWPJ; 

(2) Bendahara desa wajib memungut clan menyetarkan Pajak Pengoasilan (PPh), 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak dacrah clan Pajak lainnya scsuai 
pcraturan perpajakan. 

BABX 
PENGHARGMN DAN SANKSJ 

Pasal 16 

(I) Berdasarkan monitoring dr,n cvaJuasi Tim Fasilitasi yang ditua.ogkan dalam 
lapora:n akmr pelaksanaan ADD sctiap i:ahun, Bupati dapat memberikan 
penghargaan dan sanksi; 

(21 Penghargaan berupa deng.an membenlcan ken•aikan besaran ADD Prop6rsional 
kepada desa•desa yang dinyalakan berhasil dcngan bail< mela.ksanakan Alokasi 
Dana Dcsa; 

(3) Sanksi berupa pengurangan jumlah besaran ADO proporsional kopada desa• 
desa yang dinyatakan terbllkti tidak mampu melaksanakan program Alokasi 
Dana Desa secara tepat waktu, transparan, partisipatif dan dapat 
df pcrtanggunglawabkan; 

(4) Kriterie penetapan pembcrian penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim 
Fasilitasi K.abupacen. 

BABXJ 
PER'UBAHAN RENCAl'IA PENGGUNAAN DANA 

Pasal 17 

Peruba.han Rcncana Penggunaan Uana dilaksanakan melaJui Perubahe,n APB Desa 
yang mekanismcnya sama dengan penyusunan APB Desa. 

BABXJJ 
PENUTUP 

Pasal 18 

Hal·bal yang belum diatur dalam Peraruran Bupati mi sepanJang mengena.i Leknis 
pelaksanaan ekan dlatur lcbih lanjut oleh Tim Fasilitesi Alokasi Dana Desa 
Kabupaten 1..ebong. A 



Pt'raturan ini mu!ai berlaku pada mngga! diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
lni dengan penempatannya da!am Beritn Daerah K.abupalen Lebong. 

Oitetapk11n di Tubei 
pada tanggal I; t,/,iR?t 2014 

Diundnngkan di Tu bei 
pada tanggal 2014 

SEKRETARlS DAERAH 
KABUPATEN LEBONG 

H. ARBAIII AMALUDDIN 

A._ BUPATI LEBONG, 

_.,4,__ :-«; 'I' 
f>,H. ROs.JONSYAH 

BERJTA DAERAH KABUPATEl'I LEBOl'IG 
TAHUN 2014 NOMOR 
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No 

I 

1. 

2. 

Lampmm Pera1uran Bupan Lebong 
Nomor Ot Tahun 2014 
Ta,nggal Ii /\.(._,•(,'\ 201 4 

BTANDAR BIAYA mroM DAN STAIIDAR IIARANG DAN JASA 

ALOKASJ DANA DESA. (ADDI 

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 

URA.JAJI SATUAN 
BIAVA MAKSIMAL 

(Rpl 
• , -. 

Honor Perangkat Desa 

A. Honor Pemerlntah Deaa 

1. Kcpala Desa OB l.100.000 
2. Sekretarls Desa OB 660.000 
3. Kaur OB 330.000 
4. Kadus OB 275.000 
5. Sta! OB 275.000 

B. Honor BAdan Permusyawatan Desa (BPDI 
l. Ketua OB 385.000 
2. Wakil Ketua OB 275.000 
3. Anggota OB 220.000 

C. Homor Peraaglrat Agam.a 

l. lmam OB 360.000 

2. Khatib OB 210.000 
3. Bilal OB 260.000 
4. Gharim OB 260.000 
5. Rubiab OB 210.000 
6. GuruTPA OB 360.000 

D. Honor Peraagkat Adat 

1. Kema Kutru OB 200.000 

BelaaJa Tuojangan 

A. Tu.njaagan l'erangkat Desa 
I, Kades OB 150.000 
2. Sekdes 08 100.000 
3. Kaur OB 75.000 
4. Kadus OB 75.000 

B. Tunjaagan l'enprus BPD 

I. Ketua BPD OB 150.000 

" o• • . , ,,. 



3. ""n•n.ggung Jawah Pengelola Reuangan 

Honor Tim Pe-labana &DD 

l. Pe~a Aogga,an OB 300.000 

2. Pclaksana Teknis OB 250.000 

3. Bendahara Desa OB 200.000 

4. Honorarium 

A. Honor Tlm/Panltia Keglatan 

1. Penanggung Jawab OK 250.000 

2. Ketua OK 225.000 

3. Sekretaris OK 200.000 

4. Anggota OK 150.000 

B. Honor Tim Telmis Kecglatan 

t. Nara Sumoer OK 250.000 

2. Moderator OK 150.000 

5. Belanja Barang clan Jaaa 

1. Alat Tulis Kan tor 

a. Pemerintahan Desa 1 Tahtin 2 .~00.000 

b.8PD l Tahun 600.000 

c. LPM l Tahun 300.000 

d. PKK I Tahun 600.000 

2. Pcoggandaan/Photo \COPY 

·- a . Pemerintahon Desa 1 Tahun 1.200.000 

b.BPD 1 Tahun 300.000 

c. LPM 1 Tahun 200.000 

d.PKK l Tahun 300.000 

3 . Makan Minum Harian 

a . Nasi Bungkus I f;luah 15.000 

b.Snack I Buah S .000 

4. Surat Ke.bar 

a . Pemcrintahan Desa 1 Tahun 660.000 

l>. BPD J Tabun 660.000 

5. Belanja Telepon l Ta.hun 600.000 

-- J 
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BelanJa Llstrik 

8 . Suku Cadang Kcndaraan Dinas 

9. 813M dan Pelumas Kendl!.l'all.l'I Dina.s 

10. Peralatan Ke bersihan 

6. Belanja Perjala.nu Dlnas Dalam Daerah darl 
Deaa 11,:e Kabupaten berdaaarka.a Kecam.atan: 

1. Desa dalam Kecamatan Rimbo Pengndang 

2. Desa dalam Kecamatan Lebong Selatan 

3. D- dalam Kecamatan Lebong Tengah 

4. Oesa dalam Kec,.mawn J.cbong Utarn 

5. Desa daJam Kecam.atan iLebong Aias 

6. Desa dalam Keca,naw,i Pe.dang Baao 

7. Desa dals.m Kces.matftll Blngm Kuning 

8. De.,. dalam l{ecamatan Lebong Sakll 

9. Desa dalam Kccama1an Amen 

10. Desa dalam Kecamaum Pelal)al 

I I. Dee.a datam Kecamatan Uram ,Jaya 

12. Desn dalam Kecamatan Pinang Belapis 

13. Desa dalam Kecamatan Topoo 

M PcNEI.AAH PROCU-~ r.Ui~M 
l" KABUPA1PILE80NG 

• 
600.000 

500.000 

1 Tahun 

l Tahun 

I Tahun 

1 Tahun 

1.500.000 

500.000 

OH 155.000 

OH 135.000 

OH 95.000 

OH 55.000 

OH 25.000 

OH 145.000 

OH 115 .000 

OR I 15.000 

OR 55.000 

OH 30,000 

OH 95.000 

OH 145 .000 

OH 165.000 
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